Menimbang

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 07 TAHUN 2002

TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Dacrah, maka daerah  diberi
kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrab maka
Peraturan Daerah Nomor § Tehun 1998 tentang Pajak Reklame
perlu disesuatkan;

c. bahwa pajak hiburan mcrupakin salah satu sumber pendapatan
Daerah  yang penting guna membiayal penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pewmbangunan  untuk memantapkan
otonems dacrah yang huas, nvata dan bertanggung jaweb,

A, Caliva OCHUESELRAN PECGTDANYGAN WCISeUul PAda NUTUl 2, Nuret o
dan hurul ¢ diatas, maka perlu dibentuk dengan Peraturan
Dacraly tentang Pajak Reklame.

1. Undang-undeng Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur {Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1153,
Tambahan Lombaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentany Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun {981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209):

V%

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadva Daerah Tingkai 11 Kupang Nomor 43, Tambahan
Lomabaran MNegara Nomor 3633);

1. Undong-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesnian Sengketa Pajuk {Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684,
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13,

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, tambahan Lembaran MNegara Nomor 3U86) sebagimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara  Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048

Undang-undang Nomwor 19 Tahun 1997 tentang Penagthan
Pajak dengan Surat Pakss (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Magara Nomor 3686);

Undang-undung Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daeran (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

I

embaran Negara Nomor 3839

Undang-undang Nomoer 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemernintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara vang Bersth dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran  Negara  Tahun 1999 Momer 75, Tambahan
l.embaran Negara Momor 3851);

. Peraturan Pemerintair Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Tahen 2601 Nowvior 118, Tambahan
g7 o

Lembaran Negara Nomor 4128):

Keputusar Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik
Penvusunan  Peratvran Perendang-Undangar Dan - Rentuk
Rancengan tindang-{'ndang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Prosider:

© Kenttusan Mentert Dslam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

tentang Pedoman "ata Cara Punaiitan Pajak Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 173 Tahun 1997

tentang  Tata Cara Pemertksaan di bidang Pajak Daerah:

4. Kepulusan Mentert Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001

tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukuwn
Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 22 Tahun 2001
tentang DBentuk Produk-produk Hukum Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001

=

tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;

 Keputusan Menteri Dalam Negert Nowmor 24 Tahun 20018

tentang Lembaran Daerah dan Beriia Daerah;




I8, Peraturan Dacrah Nomeor & Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka
Hijau {Lembaran Dacrah Kota Kupang Tabun 2000 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Daerah Nomaor 62):

19, Peraturan Daeralhh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Tata
Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000
Nomaor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);

20. Peraturan Daerah Nomor & Takun 2000 tentang Baagunan
(Lembaran Dacrah Kota Kupang Tanun 2000 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

21, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan,
Organisast dan Tata Kerja Dinas Daerah dan iLembaga Teknis

Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor
16, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 72).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menelapkan . PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK
REKLAML.
BAB I
RETENTUAN UMUM
Pasal i

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan :

. Daerah Otonom, sclanjutnya disecbut  Daerah, adalah kesatvar masyarakat hukum
vang mempunyar batas daersh tertentu  berwenang mengatur dan  mengurus
kepentingan masyarakal setempat menuru! prakarss sendiri verdasarkan aspirasi
masyarakat datom ikatan Nepara tlesatuan Republik Indonesia,

2. Pemerintab dacreh adalah Kepala Dacrah beseria perangkat Dacrah Otonom vang lain
scbagal badan cksekutif daerah.

3 Kepala Dacrah adalah Walikota Kupang.

4. Pejabat adalah Pegaswal Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

dacrah dan /7 atan ratribus dacvah sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
heralaku.
Penvidik Pegawar Negeri Sipil vang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat
Pegawar Negen Simil tertentu dr lingkungan Pemerintah Dacran vang berwewenang
khusus oleh Undang-uadang mtuk meiakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Feraturan Daerzh:

6 Peraturan Daecah adainh Poiaturan vang ditctapkan oleh Kepals Daerah dengan

persetwuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah,

Pajak Rekiame adaiah prngutan

Daacrah atas penvelenggaraan Reklaine.



Q

Reklame adalah benda, alat atau media yang memuat bentuk, susunan dan corak
ragaranya  uniuk  tujnan komersil  dipergunakan  untuk  memperkenalkan,
menganjurkan dan atau menviapkan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan
atau dapat dilibat, dibaca. atau didengarkan dari suatu tempat oleh umum kecuali
vang ditakukar oleh Pemerintah.
I‘cn*'!umuard Reklame adalab perorangan atau bacan yang menwlenszqirakan
2eklame baik untuk dan atas nama sendin atau untuk dan atas nama pihak lain yang
nu,njadl tanggungannya.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang vang menghadiri suatu Reklame untuk
melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang
disediakan oleh penyelenggara Reklame kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan
petugas yang menghadin untuk melakukan tugas pengawasan.

- Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk

apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati
Reklame.

. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yvang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah.

. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseoran lainnya, badan usaha
mrlik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumoulan yavasan, organisasi masa,
organisast sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap,
dan bentuk badan lainnya.

. Obyek Pajak adalah semuz penyelenggaraan Reklame.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran
pajak yang ierutang, termasuk pemungut atau pemotony pajak tertentu.

. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim

atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila

Wajik Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa

Pajak , dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obiek

dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi yang
ierutang sampai kegiatan penagthan pajak atau retribusi kepada Wajib Pzjak atau
Waith Retribusi serta pengawasan penvetorannva.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untik melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran
pajak. Objek Pejak dan / atau bukan Objck Pajak, dan / atau harta dan kewajiban,
menurut ketentuian peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang olch
Wapth Pajak digunakan 'mtuk melakukan pembayaran atau penyctoran pajak yang
weritang ke Kas Dagran atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

3 Surar Ketetapan Pajak Doerah, vang dapat disingkat SKPD, adaieh surat ketetapan

najak vang menentukan bcsum}'u jumiah pokok pajak.
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74, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. vang dapat disingkat SKPDKB, adatah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarmya sanksi administrasi,
dan jumlah vang masih harus dibayar.

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat

SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak vang menentukan tambahan atds jumiah
pajak vang telah ditetapkan.

.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar disingkat SKPDLB, adalah surat

ketetapan pajak yang menentwkan jumlah kelebihan Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, yang dapat pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
najak yang terutangatau tidak seharusnya terutang.

. Surat Ketetdpan Pajak Daerah Nihil, vang dapat disingkat SKPDN, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama besarnya dengan jumiah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, vang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk

melakukan tagthan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan /' atau
denda. '

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan vang membetulkan kesalahan
tults, kesalahan hitung dan 7 atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalarn peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Ketetapan fajak Lacrah, Sural selctanan rajak Laeran surang Bayar, Surat
Ketetapan Pajuk Dacrah Kucany Bayar Tambahan, Sarat Ketctapan Pajak Daerah
lebih Ravar, Surat Ketetapan Pajsk Daersh Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
Surat Keputusan Keberatan adaiah surat keputusan atas Keberatan terhadap Surat
Fetctapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bavar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Xurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Keletapan Pajak Dacran Nihii alau terhadap pemotongan dlau pemuangutan oleh pihiak
ketiga yang diajiukan oleh Wayib Pajak.

1. Putnsan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Kenutusan Keberatan yang diajukan olenh Wajib Pajak.

. Pembukuar adalah suatu proses pencataten yang dilakukan secara teratur untuk

mengumptitkan data dan mformasi keuangan yang meliputt harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan bisya, serta jumilan harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
vang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupz neraca dan laporan laba rugi
pada seaap Tahun Pajak berakhir,

NAMA, OBVER DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
Nama Pajak in: adalah Pajak Reklame:

Dbyel Payak Reklame sdatah semua penvetenggearaan Reklame;

Rekiame sehagaimana dimaksud pada avat (2) antara {atn

a.  Reklame Papan/Biiboard/ Megatron:
addalah rekiome vang discivnpearakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas,
palastik fiber glass, kaca, baiu logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada
tempat vang disediakan (berdirt sendir) atau dengan cara digantungkan atau
ditempatkan pada beada lain.

b. Reklame Kain:

adatah Reklame vang disclenggaraxan dengan menggunakan bahan kam plasak,

karct, bagor atau bahan scienisnva dengan .

Reklame Bersinar:

(@]
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seialah reklame vang membuat tulisan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari
lampu pijar atan penyinatan lain yang memberikan sinar dimalamn hari.

Reklame Fihn atau Shide:

adaluh reklame vang diselenggarakan dengan menggunakan kiise berupa kaca
atau  film atau bahan-bahan sejemisnya dengan itu, sebaga alat untuk
dinroyeksilkan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan
melalut pesawat televisi.

Rekiame Snara:

adalah rekiame vang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang
diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat
nesawal apapun,

Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan:

adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berkeliling dengan ditempelkan
atau ditenpatkan pada kendaraan.

Reklame Peragaan:

adalah rekiame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang
dengan /tanpa disertal suara.

Reklame Meiekat (Stiker ):

adalan teklame yang berbentuk lemberan lepas diselenggarakan dengan cara

. disebarkan , ditempelkan atau dipasang pada benda lain.

Reklame Selebaran:

adaleh reklame yang disebarkan diberikan atau dapat diminta dengan
ketentuanuntuk tidak ditempelkan diletakkan pada benda lain.

Reklame Udara:

adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat
atau alat yang sejenisnva.

idak termasuk objek Pajak Reklame adalah reklame dipasang untuk keperluan

tertentu sebagai berikut :

d

o

o5 ]

b.

Reklame yang diadakan oieh atau untuk keperluan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Pengumuman yang diadakan oleh atau untuk memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tulisan atau benda-benda yang dipakai semata-mata untuk menjamin kesclamatan
umum. -

Tulisan atau yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang
diselenggarakan berkenaan dengan Pertaturan Periundang-undangan yang
berlaku.

Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan
adanya konferensi, kongres Rapat/pertemuan partai atau organisasi-organisasi
semata-mata tidak mencari keuntunagan dengan batas tertentu, sedangkan untuk
waktu selebihnva dari jangka waktu yang ditetapkan tadi, pemasangan selanjutnya
dranggap sebagai pemasangan reklame biasa.

Reklame yang ditempatkan pada suatu kendacaan yang berasal dari daeczh lain
dan berada dari daerah tidak lebih dari 7 (tujuh) han;

. Subyck Pajak adatah orang pribadi atau badan yaag menyelenggarakan Rekiame

atau memesan reklame;
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meyelenggarakan Reklame.
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BAB ]I
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 3

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Rekiame yang ditetapkan dengan
Keputusan Walikota, -

Pasal 4
Tarif Pajak Reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
Pasal 5

Besarnya Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tanf
sebagaimanu dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

(1) Wilayah pamungutan pajak yang terutang adalah di wilayah Kota Kupang;

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAR, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7

Masa pajak adalah satu bulan takwin dalam tahur takwin merupakan waktu untuk
menghitung besarnya Pajak Terutang.
Pasal 8

Pajak werutang dalam masa pajak terjadt pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasa! @

(1) Setizp Wanb Pajak wajih mengisi SPTPD,

(21 5PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar
Jan lengkap serta ditandatangam oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;

£3) Bentux, 1st dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan cich Walike:z.

(=)
(R



BAB VI
TATA CARA PERFHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pcraturan Daerah

(h

(4)

~

)

ini Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
Apabila dalam kurun waktu 14 hari Walikota tidak mengeluarkan %""PD maka, pajak
terutang ditanggung oleh Pemerintah Daerah;

} Apabila SKPD sebageimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang

dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sehinga ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pasal 11

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang,

Dalam jangka waktu S (iima) tahun sesudah saatterutangnya pajak, Walikota dapat

menerbitkan :

a. SKPDKRB:

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

SKPDKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini ditetapkan :

a. Apabila berdasarkan hasi! pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2
% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutang pajak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 %
(dua persen) scbulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat

»:
Lasd \...n.:“”“”ﬁ nrnr;l,

¢. Apabila Kt‘\"\’[l]lban mengist SPTPD tidak dipenu‘qi, pajak yang terutang dihitung
sccara jabatan, dar dikenakan sankst administrasi berupa kenatkan sebesar 25 %
(dua }m‘Lh tima persen) dari pokok pajak ditambah sankst administrasi berupa
denda 2 % (dua persen) sebulan dihttung dari pajak yang kurang atau terlambat
L‘.ihnvar uniui jangka waktu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat lerutangnya najak.

SKPRKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal int diterbitkan apabita

ditermukan data baru atau data vang sernula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlab pajak yang lerutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa

kenatkan sehesar 100 % ( seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ Pasal ini diterbitkan apabila

jumiah pajzk vang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewailban membeyar pajak terutang dalam SKPDKBT scbagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf & dan b Pasal ini fidak atau tidak sepenuhnya dibayar
dalam jangka waktu vang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah denpan sanksi sdministrasi denda 2% {dua persen) sebulan.
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_ BAB Vi
FATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 12

(1) Pembovaran pajak dilakukan ke kas Daerah baik oleh Wajib Pajak maupun oleh
Instansi pemunuut melalui Bendahara Penerima/Penyetor  yang  ditunjuk  cleh
Walikota:

(2) Bendahara penerima/penyetor wajib menyetor secara bruto ke kas Jdaerah  sclambat-
tambatnva | x 24 jam kecuali hart libur;

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal im
dilakukan dengan menggunakan SSPD

(4) Dalam hal bendahara penerima/penyetor lalai meiakukan penystoran selambat-
lambatnya 1 X 24 jam maka dikenakan sanksi berupa denda 10 % (sepuluh persen)
dart sctoran bruto,

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

(2) Walikota dapat memberikan  perselyjuan kepada Waiib Pajak untuk mengangsur
pajak terutang dalaim kurun waktu tertemu, setelah memenuhi persyaratan vang
ditentukan;

{3) Angsuran pembayvaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus
difakukan sccara teratur dan berturut-turut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
schulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

(4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak  untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuln
persvaratan vang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari
Jumiah pajak yang belum atau kurang dibayar ;

(5) Persyaratan "untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4), Pasul in1 ditetapkan cleh Walikota.

Pasal 14

{1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerzh
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII!
BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 15

(1) Kenada instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar S % (lima persen) dari
setoran bruto;

{2) Tata cara pemvayaran upah pungut disesuaikan dengan Peraturan Perundang-
undangan vang beriziu,
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BAB VIX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau

surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;

3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pasal int dikeluarkan oleh Pejabat.

,-\
'

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masth harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana direntukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan dan atau surat
lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa sctelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar udak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal oemberitabuan Surat Paksa, Perabat segera menerbitkan Surat Perintan
Melaiisanakan Penyitaan.

Pasal 19
Setelah diakukan penyitaan dan Wanb Pajak belum juga melunast utang paiaknya,
serelzh lewae 10 (sepuluh) han sejuk tanggal pelaksanaan Surat Perintah ivielaksanakan
Penyvitaan, Fejabat mengajnkan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor

=
felang Negara.

Pasal 20
\

5
i
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Setelah Kantor Lelang Negara menctapkan hart, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan
elany, Juru Sita memberitzhukan derigan segera secora tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

s

Bentuk, jeitts dan 1< forinulir vang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak
dacrah chiztapkan oich Walikota.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

™ ™a
t ﬂsal L

(1) Wanb Pajak davat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas
a. SKP:



! ":f l“l W

e, SKPRKRT:

g, 5 \.'):r)L[.':"

SRPDN:

. Pemotongarn L oleh pihak  ketiga  berdasarkan
perundang-undangan perpajakan vang berlakuy;

Permehonan keberatan scbagsimana dimaksud pada ayat (1) Pasal harus

mbmnpd'l\m secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (figa) bulan scjak
mt‘ua} SKPID. SKPDKB, SKEPDKRT, SKPDLB dan SKPDN diterima oieh wajib

pajak, atau tangeal pemotongan/pemungutan oleh  pihak  ketiga  sebagaimana

dima ‘,,ud pada avat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajio

wha wakiu e vdak dapat dipench, kareod

pormungiita peraturan

ini

Mz ds
h u}ur

kcadzan difuar kekuasaannya;

Walikola atsu Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permehonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
diterima, sudal memberikan keputusan;

Apa mh setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Pasal ini Walikowa atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
ceberatan dianggap dikabuikan; '

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

dapat nenurukan bahwe jan

Pasal 23

Wajib Pajak dapat men-"'liukan banding kepada Badan Penvelesaian Sengketa Pajak
calam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan kcberatan dari
Walikota atau Pejabat;

banding cLlWM mane dimaksud pada ayat

ay1rn 1 o 1k
I e 1“1 an mel "'lf)ft_\l ar Pc |C=n.

(1) Pasal m tidak menunda

Pengajuan

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah
ataw banding sebagannana dimaks
-':-h;h:i'-m 2

ud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dikabulkan
rtau seluruhnya, keicbihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah

mibaian bunga sebesar 2 % {dua persen) sebulan untuk pating lama 24 (dua puluh empat)

i'JU“.h].

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
g \L)URf INGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
AU i’l;:N(;LJ!\/\NUAN SANKS! ADMINISTRAS!
Pasal 23

th Pajak dapat ;

SKWPDKB atau SKPDKRT atau STPD yang dalam
kesalehan bitung, dan atau kekaliruan
anpgen Perpajakan Dacrah;

rang tdak benar;

Walikota atas peermahonan Waj
a. ?«i;-mnul.u!‘;ml SKPD atau

penerbitannva terdapal kesalahan tulis,
e ranan Ceratutan Pe ung
mengurangkan keletapan pajak y
enghepuskan sanksi adminisirast berupa bunga, denda dan

}nu% S

eruncang-
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Vieimbatalhan atag
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datam sl terschut dikenakan koreng

atau belan karena kesatlaha
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Permchonan pembetuian, pembatalan, pengurangan ketetzpan dan penghapusan atau
pengurangan sankst admiustrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sehagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal tm harus disampaikan secara tertuiis oleh
Wajib Pajak kepada Walikota, atan pejabat sclambat-lambatnva 30 (tiga puluh) hari
scjak langgal diterima SKPD. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD denpgan memberikan
alasan vang jelas: )
Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sgjak surat penmochonan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan
Keputusan;

Apabila setelah lewat waktu 3 (riga) bulan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal
ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan  sanksi
adminstrasi vany dapat dikabulkan

BAR XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

Walikota atas permohonan wayib pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak;,

Wailikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak

diterimanya permoionan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayar (1) Pasal int harus memberikan keputusan;

Apabiia jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui
Waitketa atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohenan pengembalian

kelebthan pembayaran pajuk dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan

dalarn waktu paling lama 1 {(satu) bulan;

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajek lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk

melunasi terlebih dahulu wang pajak dimaksud;

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2

{ava) bulan sejak diterbitkarmya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perimah

Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);

Anabila pengembalian kelebthan pembavaran pajak dilakukan setclah lewat waktu 2

(dua) bulan sgjak diterbitkannya SREFDLE, Kepald Lacran atuu 1r¢jadal Memberikan

30

imbalan bunge sebesar 2 % (duz persen) sehulan atas keterlambatan nemhavaran

-
Letebihan pajak.

5 -
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Apabtla kelebrhan pembavaran pajzk  diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,
sepagannan dimaksad dalant Pasal 26 avat (4) Peraturan Dacrak ini pembayaras
ditakukar dengan cara pemindanbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai

H!_:f{ i

| P
pembavaran.
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Han untah meiakukas penagian pajak geger setelab melampaw jangka waktu 3
wahun rerhiune so1ak seat teomtangnva pajak, kecuait apabila waib pajak

melnkukan tindak pidana dibidang perpatakan dacrah:

Gugur penagiban pajak sebagaimana dimaksud ayatd i) Pasal int terfangguh apabila

a Duerbntkan Surat teguran dan Surat Paksa atau -

0 Ada pengakuan utang pajax dart wajib pajak langsuag maupun tidak langsung.

RAB NIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

Pejabat Pegaswar Negen St tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah  dibeni
wewenang kihusus sebagat Penvidik vatuk melakukan penyidikan tindak Pidana di
bidang Permajakan Dacrah;

Wewenang Penvidik schagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal im dalah :

a. Menerima, mencaort, mengumpuikan dan menelit Keterangan atau  laporan
berkenaan dengan tindak Pidana ditndang perpajakan dacrah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengrap dan jelas.

b, Menelitt,mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi aiau
badan ientang kebenaran perbuatan vang dilakukan schubungan dengan tindak
Pidana perpajakan Dacrah.

¢. Memina keterangan dan barang bukt dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak Pidana dibidang pcrpuhkzm Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak Pidana dibidang pcrpa_mkc.n daerah.

Melakukan penggeledahan untuk  mendapatkan  barang bukti  pembukuan,

pencatatan, dan dokumen-dokumen lamn, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukt,

f. Dalam keadaaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan
tanpa surat izin terlebih dahulu,  sesaat setelah melakukan penyitaan perlu
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

¢. Meminta bantuan tenaga ahl dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
Pidana di bidang perpajakan Daerah.

h. Menyuruh berbenh dan atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen yang dibawa m,hasza mana dimaksud pada huruf e diatas.

i Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidang perpajakan Dacrah,

i, Memangg! orang untuk didengar keterangannva d m dineriksa sehagai wersanyka
alau saksi

k. Menghentihan penvidikan

Melakukan imdakan lain vany perlu untuk Kelancaran penyidikan tindak iYidana

o

di bidang  perpajaxan caerabh  dan menurut Huum ovana dapat
perlanggunyjawabran;

m. PPNS dapat meminta banuan teknis penyvidikan dart penyidik FOLRIL

Penvidik schngn:m:mn dimaksud pada avat (1) Pasal ini memberitahukan dimulamya

nenvidikan dan menvampaikan hastl penyidikannya kepada penuntut umam.
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BARB XV
CETENTUAN PIDANA
Pasal 30

(1) Wapb Pajak yanz melangear Ketentuan daiam Pasal 10 Peraturan Daerah 1im dapat
dipidana dengan pidana Kurungan paling lam 6 (enam) bulan atau dendz paling
panyvak 2 {dua) kali jumlah pajak vang terutang;

(2) Wapb Pajak vang dengan sengaia meianggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan
Dacrah 11 dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 {dua) tahun atau
denda paling banvak 4 { empa ) kali jumlah pajak yang terutang;

3y Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 31

Tindak Pidana di bidang perpajakan Dacrah tidak dituntut setelah melampaut jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun scjak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak atau
berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan,

BAR XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

{1y Hal-ha! vang velum diatur dalam Pcrmumn Daerah ini sepanjang mengenal
peiaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

2) Dengan berlakunya :’*-atura:w Daergh ini maka Peraturan Daerah Nomor § Tahun
1996 tentang Pajak Reklame dinvatakan tidak beriaku.

Peraturan Daerah ini mutan berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetankan di Kunano
Pada tangga! 14 Agustus 2002
WALIKOTA KUPANG,

Cap & tud

H E’: r. -.; R t

Diundangkan di Kupang
Pada tapueal 19 Acustus 20072
SERRETARIS DAERAI KOTA KUPANG.

U & atd

FMVITSARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 20602 WNOMOR 12
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 07 TARUN 2002
TENTANG o —

PAJAK REKLAME

Pajak Reklame adalah pajak daecrah Kabupaten/Kota sebelumnya disebut pajak
pertunjukan dan keramaian umum vang obyeknya antara lain pertunjukan film di
bioskop, olahraga dan pagelaran kesenian.

Pajak Reklame sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang pajak daerah dan retribusi daerah adaiah sumber pungutan pajak daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah, maka perlu dilakukan perubahan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sesuat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Untuk ite Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan,
Rakvat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang
Pajak Reklame,

*ASAL DEMI PASA

Pasa! | angka | s/d 3 . Cukup jelas.
Angka 4 . Pegjabat arhlak kcpnla Dinas Pcndapal:—m Daerah
! v Maedacarlian Lavananens loseala DLt
: : ey L50RG
(.nunmk wm k meiakukan WC'“ gihan pajak.
Pasal 2 aval (1) s/d aval 12) Cukup jelas.
Avat(Sihurufaside h.nh-m its Reklame yang dikecualikan dart obyek
pajak Reklame yaiw

Film pcm,i(-zq-.m pemerintzh dan fObin untuk
Keagamaan:

- Jenis Reklame yang disclengparakan  oleh
Pemerintah untuk kepentingan pemerintan dan
kepentingan unum seperti pameran
pembangunan alay pamcran nasional/dacrah;

- Csi_‘lfﬂlﬂ jenis Reklame vang diselenggarakan
semata-male  bertujuan  sosial  kemanusiaan,
umux  bencana  alam dan kepentingan
Keagamaan,

- Panu piat tuna netra,

- Segata  jenis  pertunjukan, keramalan  vang
heratfal tracistonal diluar (}‘,)_\-‘;“.k-:)i)j«'cii wisaty,
hotel dan restoran.

asa: 3 s'd 35 o Cukup jelas.
\ TA KUPAMG NOMOR 93
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